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Indonesia 
 

Pada 2013, Indonesia membuat kemajuan moderat dalam upaya menghilangkan bentuk-bentuk 
terburuk buruh anak.  
Pemerintah terus memperkuat upaya pada tingkat provinsi, distrik, dan kota untuk memerangi 
praktik buruh anak dan perdagangan manusia dengan memberlakukan dan melaksanakan 

peraturan pada tingkat lokal, mekanisme koordinasi, kebijakan dan rencana tindakan, serta 
melakukan penyelidikan terhadap 63 kasus baru menyangkut perdagangan anak. Pemerintah juga 
memperluas akses ke program perlindungan sosial lewat pengembangan sebuah sistem kartu 
perlindungan sosial. Tetapi, anak-anak di Indonesia masih terus terlibat dalam pekerjaan anak di 

sektor pertanian dan bentuk pekerjaan anak terburuk di bidang layanan domestik. Penegakan 
hukum pekerjaan anak juga masih menghadapi tantangan. Pejabat penegak hukum kurang 
mendapatkan pelatihan tentang buruh anak dan perdagangan anak; pemerintah juga kurang 
memiliki data lengkap yang terbuka untuk publik tentang penyelidikan, pelanggaran, dan 

penghukuman praktik buruh anak dan perdagangan anak.  
 
Berdasarkan laporan ini, usulan-usulan tindakan telah diidentifikasi dan diharapkan akan 
membantu pemberantasan praktik buruh anak, termasuk bentuk-bentuknya yang terburuk, di 

Indonesia. 
 
Bidang Tindakan Yang Disarankan  Tahun(-tahun) 

Disarankan 
Penegakan Melacak dan melaporkan jumlah inspeksi praktik buruh anak 

dan perdagangan anak, pelanggaran, penalti dan 
penghukuman, serta juga jumlah anak-anak yang dipindahkan 
dan dibantu, serta menganalisa efektivitas penegakan hukum. 

2009 – 2013 

Menaikkan jumlah inspektur tenaga kerja dan menyediakan 
cukup dana untuk inspeksi tenaga kerja sehingga inspektur bisa 
secara memadai menegakkan hukum pekerja anak. 

2010 – 2013 

Melatih petugas polisi dan jaksa agar akrab dengan legislasi anti 
perdagangan manusia dan memperjelas peran mereka dalam 
memerangi perdagangan manusia. 

2013 

Koordinasi Memperbaiki koordinasi antara pejabat yang bertanggung 
jawab atas penanganan masalah buruh anak di tingkat nasional, 
provinsi, dan kota. 

2012 – 2013 
 

Kebijakan Menciptakan Rencana Tindakan Provinsi dan Distrik 
sehubungan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan 
Anak-Anak. 

2013 

Menilai dampak dari kebijakan pendidikan yang ada terhadap 
pengurangan buruh anak.  

2013 

Program Sosial Menilai dampak dari program perlindungan sosial dan 
pendidikan terhadap pengurangan buruh anak. 

2013 

 


